PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINASKOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Y ogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL : kominfosandi @jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 26 Februari 2022

Halaman: 3

» PENINGKATAN BANTUAN HUKUM

Pemkot Jogja Menqqandenq 22 LBH

UMBULHARJO—Pemerintah Kota
(Pemkot) Jogja menjalin kerja
sama dengan Lembaga Bantuan
Hukum (LBH) yang ada di Kota
Jogja. Melalui kerja sama ini,
harapannya bisa meningkatkan
layanan bantuan hukum serta
meningkatkan kesadaran hukum
bagi seluruh masyarakat Kota Jogja.

Perwakilan LBH Kota Jogja,
Mochamad Igbal mengatakan
dalam kerja sama dan perjanjian
ini, ada 22 LBH di Kota Jogja yang
terlibat. "Ke 22 LBH ini sudah
terakreditasi dari Kementerian
Hukum dan HAM sejak 2014,
jadi secara badan hukum kami
sudah berpengalaman," kata Igbal
di Ruang Yudhistira kompleks
Balai Kota Jogja, Jumat (25/2).

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe
Poerwadi mengatakan peran LBH
sangat signifikan dalam menyukseskan
program pemerintah, termasuk
dalam memberikan keadilan
bagi setiap individu, terutama
bagi masyarakat kurang mampu.

"Pembiayaan kerja sama ini berasal
dari Anggaran Pendapatan dan

ist/Pemkot Jogja

Heroe Poerwadi (kanan) dalam acara penandatanganan kerja
sama dengan LBH di Kota Jogja bertempat di ruang Yudistira kompleks

Balai Kota Jogja, Jumat (25/2).

yang bergabung dalam perjanjian
ini agar melaksanakan tugasnya
dengan profesional sesuai dengan
butir-butir perjanjian yang telah
disepakati dan standar hukum
yang diterapkan," kata Heroe.
Dalam pelayanan konsultasi
hukum, Pemkot Jogja juga memiliki
inovasi bernama Mbak Ratu atau
Masyarakat Terbuka Akses Prosedur

oleh masyarakat, melalui aplikasi
Jogja Smart Service [JSS] maupun
situs jdih.jogjakota.go.id," katanya.

Layanan tersebut tidak hanya
bagi masyarakat Kota Jogja saja.
“Namun juga bagi masyarakat
daerah lainnya yang memiliki
urusan hukum di Kota Jogja, untuk
berkonsultasi seputar prosedur
dan aturan hukum yang sesuai

Belanja Daerah [APBD]. Sehingga dan Aturan Hukum. "Mbak Ratu  undang-undang,” kata Heroe.
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